BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : |88 /<08 Tahun 4017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
TERHADAP KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK

Menimbang :

Mengingat

BUPATI SUKOHARJO,

a4 bahwa berdasarkan Pasal 25 dan Pasal 32 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, Bupati membentuk

Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah dengan
Keputusan Bupati;

. bahwa dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Penyelenggaraan
Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender
dan Anak, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan
Peraturan  Daerah  Kabupaten Sukoharjo tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan
Berbasis Gender dan Anak;

_ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan
Konvensi mengenai  Penghapusan Segala  Bentuk
Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 38806);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan
ILO Convention No. 182 Concermming The Prohibition And
Immedite Action for the Eliminition of the Worst Forms of Child
Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan Dan
Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan
Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3941);



D.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4419);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4720);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
0679);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata
Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan
atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4818]);

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus

Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana
Perdagangan Orang;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
199);

)
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13. Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun
2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010

Nomol, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sukoharjo
Nomor 172);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor

12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 236);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18};

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo tentang Penyelenggaraan Perlindungan
Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, dengan
susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum
KESATU adalah:

a. menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban
Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;

b. melaksanakan koordinasi dalam Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan
Berbasis Gender dan Anak serta merancang program kerja,
format kerja dan substansi rencana; dan

c. mengumpulkan dan menganalisa data dasar sebagai bahan
penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo

tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban
Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud
diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017.



KELIMA
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TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di

Sukoharjo;

. Kepala Badan  Keuangan Daerah

Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan
Perempuan  dan Perlindungan  Anak
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

. Tim yang bersangkutan.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Jubu a2eoi7

BUPATI SUKOHARJO,

._.\——-———-a“\

WARDOYO WIJAYA /



Lampiran : Keputusan Bupati: Sukoharjo
Nomor
Tanggal :

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TERHADAP

KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK

KEDUDUKAN

NO JABATAN/INSTANSI DALAM TIM KETERANGAN

1 2 3 4

1. | Bupati Sukoharjo Pengarah Memberikan pengarahan

dan pembinaan

2. | Sekretaris Daerah Kabupaten | Penanggung Memberikan nasehat dan

Sukoharjo Jawab pengarahan
pelaksanaan kegiatan

3. | Asisten Perekonomian dan | Koordinator Mengkoordinir terhadap
Pembangunan Sekretaris pelaksanaan kegiatan
Daerah Kabupaten Sukochar)o

4. | Kepala Dinas Pengendalian | Ketua Bertanggung jawab
Penduduk, Keluarga seluruh pelaksanaan
Berencana, Pemberdayaan kegiatan
Peremmpuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Sukoharjo

5. | Kepala Bagian Hukum | Sekretaris Beranggung jawab di
Sekretariat Daerah Kabupaten bidang kesekretariatan
Sukoharjo

6. | Kepala Bidang Pemberdayaan | Anggota Melaksanakan tugas
Perempuan pada Dinas sesual bidang tugasnya
Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten
Sukoharjo

7. | Kepala Bidang Kesejahteraan | Anggota Melaksanakan tugas
dan Perlindungan Anak pada sesual bidang tugasnya
Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten
Sukoharyo

8. | Kepala Sub Bagian Peraturan | Anggota Melaksanakan tugas

Perundang-undangan pada
Bagian Hukum  Sekretariat
Daerah Kabupaten Sukoharjo

sesual bidang tugasnya

v
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9. | Kepala Seksi  Peningkatan | Anggota Melaksanakan tugas
Kualitas Hidup dan sesual bidang tugasnya
Perlindungan Perempuan
Bidang Pemberdayaan
Perempuan pada Dinas
Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten
Sukoharjo
10. | Kepala Seksi Pengarusutamaan | Anggota Melaksanakan tugas
Gender Bidang Pemberdayaan sesual bidang tugasnya
Perempuan pada Dinas
Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten
Sukohar)o
11. | Dwt Wahyuni, S.H. Anggota Melaksanakan tugas
Fungsional Umum pada Bagian sesual bidang tugasnya
Hukum  Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo
12. | Dra. Wuryani Ningsih, S.KM, | Anggota Melaksanakan tugas
M.M. sesuai bidang tugasnya
Fungsional Umum pada Dinas
Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten
Sukoharjo

BUPATI SUKOHARJO,

ﬁ,——c-————-t——s_z

WARDOYO WIJAYA /-




